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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR  10 TAHUN  2007 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI  IZIN  GANGGUAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan 
Sumber Daya Alam (SDA), perlu menertibkan semua usaha yang 
menimbulkan gangguan terhadap lingkungan guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; 

 
b. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),  perlu mengenakan 
retribusi atas setiap pemberian izin gangguan kepada setiap usaha 
yang menimbulkan gangguan pada lingkungan; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam 

huruf adan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Izin Gangguan; 

 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantie, 
sebagaimana  telah diubah dan disempurnakan dengan Stbl Nomor 
450 Tahun 1940;  

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang  Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);  
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang  Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);  

 
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4048); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); 

 
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 

 
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

 
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
13. Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun  1999  tentang  Analisa 

Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838); 

 
14. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan            
Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 27); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

dan 

BUPATI BANGKA TENGAH 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  IZIN GANGGUAN. 
 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bangka Tengah. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah. 
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu           

dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

8. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 
9. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara 
atau , badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, 
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, untuk usaha tetap 
serta bentuk badan usaha lainnya. 
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10. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

11. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk 
kegiatan usaha serta kegiatan penunjang. 

12. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan daerah atas pemberian izin gangguan yang diberikan kepada 
orang pribadi atau badan. 

13. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang 
pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, 
kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya 
telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi. 

15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat 
usaha. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan 
tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.  

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 
yang terutang. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah surat  keputusan yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi  karena kredit retribusi lebih besar dari 
pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.  

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan atau denda. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam 
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 
daerah. 

21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana dibidang retribusi dibidang retribusi daerah yang terjadi 
menemukan tersangkanya. 

 

BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau 
badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan 
masyarakat dan kelestarian lingkungan. 
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Pasal 3 

(1) Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang 
pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, 
kerugian, gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan. 

 
(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya 

telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
 
 

Pasal 4 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan melakukan 
usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, 
gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan. 

 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 5 

(1) Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan 
tertentu. 

 
(2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa 

retribusi izin gangguan sedangkan orang pribadi atau badan yang tidak 
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta 
kelestarian lingkungan tidak dipungut retibusi. 

 
 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 6 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha 
dan indeks lokasi serta indeks gangguan. 

 
(2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 

sebagai berikut : 
a. lokasi di Jalan Negara                      indeks............ 5; 
b. lokasi di Jalan Propinsi                    indeks............ 4;            
c. lokasi di Jalan Kota                          indeks............ 3; dan 
d. lokasi di Jalan Desa/Kelurahan        indeks............ 2. 
 

(3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan 
sebagai berikut : 
a. lokasi di jalan besar/tinggi                indeks............ 5; 
b. lokasi di jalan sedang                     indeks............ 3; dan 
c. lokasi di jalan kecil                           indeks............ 2. 
 

(4) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum 
pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
 
 
 
 


